BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 Peraturan

Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

i

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor D5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057)

.
)

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 9);

. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor
12);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 862.329.235.756,00, yang
bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah; dan

b. Pendapatan Transfer.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 65.944.267.256,00, yang terdiri atas:

Pajak daerah;

Retribusi daerah;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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Pasal 4

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.14.300.000.000,00, yang terdiri atas:

Pajak hotel;

Pajak restoran;

Pajak hiburan;

Pajak reklame;

Pajak penerangan jalan;

Pajak parkir;

Pajak air tanah;

Pajak sarang burung walet;

Pajak mineral bukan logam dan batuan;

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan

Pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB).
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(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.22.500.000,00.

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.35.000.000,00.

(4) Pajak hifran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan
sebesa A15.500.000,00.

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar% .275.000.000,00.
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(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.10.807.000.000,00.

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.307.000.000,00.

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp.200.000.000,00.

(9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00.

(10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp.688.000.000,00.

(11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00.

(12) Pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00.

Pasal 5

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00, yang terdiri atas:
a. Retribusi jasa umum;
b. Retribusi jasa usaha; dan
c. Retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.3.660.000.000,00.

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.210.000.000,00.

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.1.130.000.000,00.

Pasal 6

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.3.644.267.256,00, yang
merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 7

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp.43.000.000.000,00, yang terdiri
atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
b. Jasa Giro;
c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
d. Pendapatan dari Pengembalian,;
e. Pen atan BLUD;
f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas
Kes an Tingkat Pertama (FKTP); dan
g. Pendbpatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.




(3) Jasa Giro (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.143.623.000,00.

(4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00.

(5) Pendapatan dari Pengembalian (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.4.646.377.000,00.

(6) Pendapatan BLUD (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,00.

(7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.5.000.000.000,00.

(8) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp.75.000.000,00.

Pasal 8

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
direncanakan sebesar Rp.796.384.968.500,00, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a direncanakan sebesar Rp.769.784.968.500,00, yang terdiri atas:
a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
c. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar
Rp.650.760.318.500,00.

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan
sebesar Rp.5.009.043.000,00.

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.114.015.607.000,00.

Pasal 10

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) direncanakan
sebesar Rp. 650.760.318.500,00, terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
¢. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp.24.569.303.000,00.

(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.452.918.047.000,00.

(4) Dana Trangfgr Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ¢ direncanakan sebesar Rp.72.164.569.000,00.

(5) Dana Traksf¢r Umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud
pada a)%l) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.108.399.500,00.
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Pasal 11

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b direncanakan sebesar Rp. 26.600.000.000,00, yang terdiri atas:
a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp.
26.500.000.000,00.

(3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan
sebesar Rp. 100.000.000,00.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.883.759.340.565,00, yang terdiri atas:

Belanja operasi;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer.
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Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
direncanakan sebesar Rp.573.339.964.678,00, yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.
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Pasal 14

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan
sebesar Rp.361.317.487.488,00, yang terdiri atas:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH,;

Belanja Pegawai BOS; dan

Belanja Pegawai BLUD.
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(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a
direncanakan sebesar Rp.241.853.796.999,00.

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b
direncanakan sebesar Rp.40.173.232.32,00.

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

sebagaima dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar
Rp.57.2 %866.000,00.
(5) Belanja¥Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d

direncangkan sebesar Rp.14.131.043.413,00.
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(8)

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada huruf e
direncanakan sebesar Rp.270.320.000,00.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada huruf f direncanakan sebesar Rp.601.600.000,00.

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar
Rp.4.011.730.256,00.

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf h direncanakan
sebesar Rp.2.978.298.500,00.

Pasal 15

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
direncanakan sebesar Rp.205.539.531.955,00, yang terdiri atas:

Belanja Barang;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
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Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar
Rp.26.343.789.729,00.

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar
Rp.76.573.995.004,00.

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan
sebesar Rp.5.081.589.424,00.

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan
sebesar Rp.49.873.109.600,00.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar
Rp.705.785.000,00.

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada huruf f
direncanakan sebesar Rp.17.553.319.698,00.

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g
direncanakan sebesar Rp.29.407.943.500,00.

Pasal 16

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c¢ direncanakan

sebesar Rp.6.449.225.285,00, yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia; dan

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan
sebesar .898.390.000,00.

Belanja Hilhah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada h fib direncanakan sebesar Rp.550.835.285,00.
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Pasal 17

Belanja Bantuan Soial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan
sebesar Rp.33.719.950,00, kepada Individu.

Pasal 18

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
direncanakan sebesar Rp.127.839.653.887,00, yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 19

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a direncanakan
sebesar Rp.2.400.000.000,00.

Pasal 20

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf
b direncanakan sebesar Rp.30.210.295.834,00, yang terdiri atas:
Belanja Modal Alat Besar;
Belanja Modal Alat Angkutan;
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
Belanja Modal Alat Pertanian;
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
Belanja Modal Alat Laboratorium;
Belanja Modal Komputer;
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
Belanja Modal Rambu-Rambu;
Belanja Modal Peralatan Olahraga;
. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
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(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan
sebesar Rp.209.588.200,00.

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan
sebesar Rp.895.000.000,00.

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf c
direncanakan sebesar Rp.14.620.760,00.

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan
sebesar Rp.357.694.305,00.

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada
huruf e direncanakan sebesar Rp.2.849.095.700,00.

(7) Belanja al Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud
pada h direncanakan sebesar Rp.508.393.650,00.

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
huruf g dffencanakan sebesar Rp.6.251.946.23,00.
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(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf h
direncanakan sebesar Rp.1.345.077.537,00.

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf i direncanakan
sebesar Rp.13.125.186.300,00.

(11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada huruf j direncanakan sebesar Rp.180.112.500,00.

(12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada huruf k
direncanakan sebesar Rp.274.801.000,00.

(13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf 1
direncanakan sebesar Rp.500.000,00.

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada huruf m
direncanakan sebesar Rp.3.584.521.651,00.

(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf n
direncanakan sebesar Rp.613.758.000,00.

Pasal 21

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.40.113.239.090,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a
direncanakan sebesar Rp.38.839.249.030,00.

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.273.990.060,00.

Pasal 22

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
huruf d direncanakan sebesar Rp.50.863.943.318,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
c. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
direncanakan sebesar Rp.31.744.501.318,00.

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan
sebesar Rp.9.686.882.000,00.

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan
sebesar Rp. 9.432.560.000,00.

Pasal 23

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf e
direncanakan sebesar Rp. 4.043.932.645,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
b. Belanj dal Hewan;
c. Bela odal Biota Perairan;
d. Belan dal Aset Tidak Berwujud; dan
£ BelarﬁM dal Aset Tetap Lainnya BOS.

¢



(2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana
dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp.74.164.250,00.

(3) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan
sebesar Rp.44.700.000,00.

(4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.42.000.000,00.

(5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf d
direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00.

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada huruf e
direncanakan sebesar Rp.3.283.068.395,00.

Pasal 24
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00.

Pasal 25
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d
direncanakan sebesar Rp.180.287.965.000,00, yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 26
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a direncanakan
sebesar Rp.200.000.000,00, Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

Pasal 27
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b
direncanakan sebesar Rp.180.087.965.000,00, yang merupakan Belanja Bantuan
Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.21.430.104.809,00, yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a
direncanakan sebesar Rp.21.430.104.809,00, yang merupakan Sisa lebih perhitungan
anggaran tah ggaran sebelumnya.



Pasal 30

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b
direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 31

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.21.430.104.809,00.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.21.430.104.809,00.

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati Mukomuko ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran I = Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;

S. Lampiran V  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja
bagi hasil.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan Perundang-Undangan.
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Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko

pada tanggal 7 Om&n 2021
B MUKOMUKO,

SAPUAN

2021




